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Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material
Pencabutan Permohonan PKPU Nomor Perkara
376 Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan Publik Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024
tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan
ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi
atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten :  PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha :  Konstruksi

Telepon : (021) 8508510

Faksimile :  (021) 8508506

Alamat e-mail :  waskita@waskita.co.id

Tanggal Kejadian 17 Februari 2025

Laporan Informasi atau Fakta Material Pencabutan
Permohonan PKPU Nomor Perkara 376 Kepada PT
Waskita Karya (Persero) Tbk

Jenis Informasi atau
Fakta Material

Uraian Informasi

atau Fakta Material Bahwa penetapan putusan atas Permohonan

Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
("PKPU") Nomor Perkara 376/Pdt.sus-
PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap Perseroan pada

PB.04.00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang [QR_CODE]
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara



hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 telah ditetapkan
melalui e-court yang menyatakan bahwa :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
oleh Kuasa Pemohon tertanggal 13 Februari 2025;

2. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dengan register
Nomor 376/Pdt.sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.,
dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret
perkara Permohonan PKPU No. 376/Pdt.sus-
PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.,, dari dalam buku
register perkara yang bersangkutan;

4, Membebankan biaya perkara ini kepada Para
Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) sejumlah Rp2.150.000 (dua juta
seratus lima puluh ribu rupiah).

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya
penetapan pencabutan PKPU tersebut, tidak memiliki
dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional
dan kondisi keuangan dari Perseroan.

Dampak  Kejadian,
Informasi atau Fakta
Material

Keterangan lain-lain |-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima
kasih.

Lamp : 1 Berkas
Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

- Direksi
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INFORMASI PUTUSAN NOMOR : "37a/PdL Sus-PRPUMRZDZ4APN Niaga JKLPst™

Tanggal Pulusan Serun, 17 Februan 2025

Tanggal BHT =

Amar putusan MENETAFPKAN:

1. Mengabuikan Permofonan Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran ang (PKPLU) oleh Kuasa
Pemohon Permohonan Penundaan Kewafiban Pembayaran ang (PKPU) tertanggal 13 Februarl 2024,

2. Menyalakan Permohonan Penundaan Kewafiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan register Nomar 376/Pelt. Sus-
PKPU/2024/ PN Niaga Jkt Pst, dicabut |

3. Memerintahkan Panitera Pengadiian Negern Jakarta Pusal unfuk mencoret perikara Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPLU) Nomor 3T6/Pdt Sus-PKPU2024/PN Niaga Jit Psi, dari dalam buku register perkara yang
bersangkutan,

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon Penundaan Kewafiban Pembayaran Utang (PKPU) sejumiah
RHp2 150 000 04 (dua jula serafus ima pulih rbu rupiah);

SALINAN PUTUSAN NOMOR : 3T6/POL Sus-PRFURZOIZAPN Niaga JLPSt

Salinan Pulusan Salinan Putusan Belum Tersedia




